BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUFATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

QO ;
F
BUPATI TULUNGAGUNG, N

a. bahwa untuk melaksanaka Pasal 317 ayat (1)

C.

1.

Undang-Undang No Tahun 2014 tentang
L =5l 177 Peraturan Pemerintah

Pemermtahan Daera

rubahan Anggaran Pendapatan dan

peroleh persetujuan bersama;
ancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
an Pendapatan dan Belanja Daerah yvang diajukan
ﬁempaka_n perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yvang dijabarkan ke dalam
perubshan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati antara
Pemerntah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 16 Agustus 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Dacrah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulungapgung Tahun Anggaran
2023,

Pasgal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945



2.

2

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Momor 4 1) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabava dan Daerah
Tingkat II Surabayva dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daesrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propina Dyjgeva Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun @5 tang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam\ fungan
?r ®Barat dan
McEara Hepublik
an Lembaran

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Daerah Istimewa .Jogjakarta [Lembaif
Indonesia Tahun 1965 Nomor 1§ Tal

Negara Republik Indonesia No ki

blik Indonesia Tahun 2003

3. Undang-Undang Nomor ITE u® M03 tentang Keuangan

Megara (Lembaran Neg
Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286);

4. Undang-Unda lomor 1 Tahun 2004 tentang

Farbendai\% egara (Lembaran Negara Republik
Ind ' un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Nee epublik Indonesia Nomor 4355);

5 N g-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

fgrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

% 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

X

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Momor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801 );



T

10.

3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomoar 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Ngmor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind@%nmﬂr
6856); \N

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 t *Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusa% merintahan
Daerah (Lembaran Negara Repullj ln‘ ia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembar Eepublik Indonesia

Nomaor 6757);

Peraturan Pemertintah @ 108 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuanga' ala Daerah dan Walil kepala
Daerah (Lembar v epublik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Lembaran Negara Republik

ahan
Bl

Indonesia Qo
PeradLs merintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pe \aa_n Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
g Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
’Parnba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

645{}2‘;, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

12,

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemernntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6041]);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Ang Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negg ublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); \

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah 9 tentang
Pengelolaan KEeuangan Daerah (Lem ‘zara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 T“‘ an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nogge 1
16. Peraturan Presiden Nﬂmurf a 020 tentang Standar

Harga GSatuan Regiog: mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 202 r 5T);
17. Peraturan Men Negeri Nomor 52 Tehun 2012
tentang Pedo gelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita N lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Per piEnteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tfn\ ngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
ét}pemsianal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

N ! 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Q Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Q Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertangpungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630),

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikas: dan Nomenklatur



22,

43,

29,

25,

26.

>

28

o

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 731);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
temtang Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan@nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancanggn uran
Kepala Dacralhl tentang Penjabaran Anggaran patan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan i Kepala

Daerah tentang Penjabaran P
Pendapatan dan Belanja Daerah {F

e Anggaran
erl) Pecara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor

: mor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyyu®yngw Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah T garan 2023 (Berita Negara
Republik Indonesi 022 Nomor 972);

Peraturan Menterd Dalam

N2 Dupaten Tulungagung Nomor & Tahun
2020 tEI‘IQ‘ elolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Da aten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri
E];ﬁ\

fran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor B Tahun
721 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri
E);
Peraturan Dasrah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanasn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Habupaten Tulungagung Tahun 2023

Nomor 1 Seri A);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2023. ,\

Paszal 1 0 *
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. A
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
tnyva disinglkat APBD

4, Pendapatan Daerah adalah semua hak vang diakui sebagai penambah

nilai kekayvaan bersih dalam period Q aran berkenaan,
5. Belanja Daerah adalah semua @1 n pemerintah daerah yvang dialkwi

sebagal pengurang nilai kel§ay

»

setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ¥ %
adalah Anggaran Pendapatan dan EEM_@ bupaten Tulungagung.

ersih dalam periode tahun angegaran
berkenaan,
6. Pembiayaan Daerah

@ Pasal 2
%ﬁapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami

dengan rincian sebagai berilaat ¢

dapatan Daerah

a. Semula Rp 2.575.438.726.127,00
b. Bertambah REp 54.145.714.832,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.629.584.440.959,00
2, Belanja Daerah
a Semuls Rp 2.735.438.726,127,00
b. Bertambah Rp 341.743.668.592,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.077.182.394.719,00
Jumlah Defisit setelah perubahan Rp (447.597.953.760,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
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1) Semula Rp 180.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 297.597.953.760.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan Rp
. Pengehiaran Pembiavaan

1) Semula Rp 201.000.000,000,00

2] Bertambah Ep 10.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp

perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah >

perubahan 4

Sisa Lebih Pembiayaan Anpgaran setelah Fp
perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimalcsq

a

bersumber dari :
. Pendapatan Asli Daerah Q
1) Semula Rp 564.447 285N
2] Bertambah Rp 15.88 Y
Jumlah Pendapatan Asli Daerah seteli)f/oroahan Rp
Pendapatan Transfer .

1]

1.490.524,00

1) Semula Rp ’ ;
2] Bertambah R 38.249.368.024,00

Jumlah Pendapatan lah perubahan Rp 2.049.240.858.548,00

S’ Pasal 4
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

Pendapa
bergu @n

b. Retribusi Deerah

aerah
Semula Rp 120.397.000.000,00
Bertambah Rp 13.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp

1] Semula Rp 16.635.204.500,00

2] Bertambah Ep 2.880.630.100,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Ep
. Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daerah vang Dipisahkan

1) Semula Rp 65.414.278.103,00

2] Bertambah Rp 539.293.005,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah
yvang Dipisahkan setelah perubahan Rp

477.997.953.760,00

30.000.000.000,00

447 .59 3.760,00

o
0,00
O
sal 2 angka 1,

580.343.582.411,00

133.397.000.000,00

19.515.834.600,00

6.953.571.108,00
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d. Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah vang Sah

1] Semula Rp 421.000,753.000,00

2] Berkurang Rp (523.576.297,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah vang

Sah setelah perubahan Ep 420.477.176.703,00

(2} Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

bersumber dari:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 1.849.625.369.000,00

2) Bertambah Rp 1.088.963.327,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp I-EE'DJ 1@-32?,5{]
setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 0 .

1] Semula Rp 161.366.121.524 .00
2) Bertambsh  Rp  37.160.404.697,00 %

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah @’ 8.526.526.221,00

setelah perubahan
Pasal 5 Q

Belanja Dacrah schagaimana dimaksud d 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp .095.585,00
2] Bertambah R 058.525,00
Jumlah Belanja Operasi 6 perubahan Rp 2.364.224.654.110,00

b. Belanja Modal \
1} Semula 0{: a41.137.451.542,00

2] Berkuran \ Rp (44.010,452.265,00)
Jumlah Bela o@al setelah perubahan Rp  297.126.999.277.00

] ‘i&erduga
2\ TV Rp 20.000.000.000,00

ang Rp  (16.095.000.000,00)

Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.905.000.000,00
d. Mfanja Transfer
1) Semula Ep 400.963.679.000,00
2) Bertambah Rp 10.960.062.332 00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Ep 411.925.741.332,00
Pasal 6

(1} Belanja Operasi aschagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawal
i) Semula Rp 1.262.606.351.764,00
2] Berlambah Rp 40.783.846.839,00
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Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 1.303.390.198.603,00
b. Belanja Barang dan Jasa
I} Semula Rp 998.115.295.321,00

2] Bertambah Rp 317.838.483.966,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp 915.953.779.287.00

perubahan
¢, Belanja Hibah

1}  Semula Rp 87.091.098 500,00

2]  Bertambah Rp 30.853.595.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Ep 117.9%¢ 693.500,00
d. Belanja Bantuan Sosial .

1) Bemula Rp 20.522.850.000,00 \

2] Bertambah REp 1.413.132.720,00 Q. L 2

Jumilah Belanja Bantuan Sosial setelah R 2935.982.720,00

perubahan

a. Belanja Modal Tanah
1) Semula Rp 31.790.053.
2] Berkurang Rp (17.513.3
Jumlah Belanja Modal Tanah setelal ralis Rp 14.276.684.600,00

(2} Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal @61}. erdin atas:

1) Semula Rp
2) Bertambah Rp
Jumlah Belanja Maod

setelah perubah
¢. Belanja Modal Ge dan Bangunan

1) Semula \ p  157.299.278.181,00
2) BerkaMgng Rp  {85.027.520.477,00)

Jumlah % _]‘a Modal Gedung dan Bangunan REp T2.271.757.704,00

Bﬂﬂl% e a
d. % odal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

460,449 00
.327.290,00
dan Mesin Rp 94.739.787.739,00

mula Rp 46.488.764.912,00
Bertambah Ep 55.074.519.822.00
J®mlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Rp 101.563.284.734,00

Irigasi setelah perubahan
¢. Belamja Modal Aset Tetap Lainnya

1] Semula Rp 12.975.895.000,00
2] Bertambah Rp 1.299.589.500,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnva Ep 14.275.484.500,00

setelah perubahan
(3] Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul ¢, terdiri
atas belanja tidak terduga, yaitu:
a, Semula Rp 20,000,000, 000,00
b. Berkurang Ep  (16.095.000.000,00)
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Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.905.000.000,00
(4] Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 12.509.700.000,00

2) Bertambah Rp 1.443.607.332,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan R 13.953.307.332,00
b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Ep 3BEB.455.979.000,00

2] Bertambah Rp 9.516.455.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Ep 307,972 434 000,00

perubahan
'S
Pasal 7 \
*

Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 . terdir dari:
a. Penerimaan Pembiayaan 2

1) Semula Ep IED-ﬂDD.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂq

2) Bertambah Rp 297.597.933.7

Jumlah Penerimaan Pembiavaan setelah Pegub Rp 477.597.953.760,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2] Bertambah
Jumlah Pengeluaran

30.000.000.000,00

Peruhahan 0
[1] Penerimaan PemPgun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdir
dlas:
*
Sisa itungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Rp 180.000.000.000,00
bah Ep 297.597.953.760,00
ah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 477.597.953.760,00

Qﬂ elumnya setelah perubahan
(2] geluaran Pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:
Pembentukan Dana Cadangan
1] Semula Rp 20.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 10,000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah  Rp 30.000.000.000,00
perubahan
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Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dard :

l. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD vyang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD wyanpg Diklasifikasi Menumt
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il1I Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub gFlatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pez'n&:' :

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan  Belanja Menur rusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, ' Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluarang

3. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daevm keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemeri & dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Key: egara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Bel menuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program a JMD dengan Rancangan
Perubahan APED;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Progry tan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPLAAd#o rertiibahan PPAS dengan Rancangan

9. Lampiran [X Sinkronizasg PN Prioritas Nasional dengan Program

10, Lampiran X Daft
11. Lampiran XI
12. Lampiran X1

Wfah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
rwiutang Daerah;
¥ Penyertaan Maodal Daerah dan Investasi Daerah

nnya;

13. Lampiran Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. La %ﬁ" Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya vang

Q Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun

Anggaran yang Direncanakan;

15. Mfmpiran XV Daftar Dana Cadangan;

16, Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan

17. Lampiran XVIl  Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program
Prioritas Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Apgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung,

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal JO September 20323

UPATI TULUHGA% @"’
L 2

Diundangkan di Tulungagung *
pada tanggal 29 S¢ptember 2023 Q

SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Madya Q b

NIP, 19640119 198508
Lembaran Daerah Kab ulungagung

Tahun 2023 Ncmm.\ i

*
NOMOR RE 'ERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
149-8 /202

X



